PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/PERMENTAN/PK.450/7/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN

Menimbang

a.

NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  dengan  Peraturan  Menteri Pertanian
Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang
Penyediaan dan Peredaran Susu, telah diatur
kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak,
gabungan kelompok peternak, dan/atau koperasi;
bahwa agar kemitraan antara pelaku usaha dengan
peternak, gabungan kelompok peternak, dan/atau
koperasi lebih efektif dan efisien, perlu mengubah
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/
PK.450/7/2017 tentang Penyediaan dan Peredaran
Susu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 26/Permentan/PK.450/7 /2017 tentang

Penyediaan dan Peredaran Susu;



Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 26/Permentan/PK.450/7/2017 tentang Penyediaan
dan Peredaran Susu (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 995) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 23
Pelaku Usaha melakukan Kemitraan dengan Peternak,
Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau Koperasi
melalui pemanfaatan SSDN atau promosi secara saling

menguntungkan.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan
bagi Pelaku Usaha yang memproduksi susu
olahan.

(2) Pelaku Usaha yang memproduksi susu olahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melakukan produksi susu olahan di unit
pengolahan susu milik sendiri atau bekerja sama
(toll manufacturing) dengan Pelaku Usaha yang

telah memiliki unit pengolahan susu.



Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah
sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Kemitraan melalui promosi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Pelaku
Usaha yang tidak memproduksi susu olahan.

(2) Kemitraan melalui promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa gerakan minum
susu.

(3) Susu yang digunakan untuk gerakan minum
susu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
susu olahan yang berasal dari unit produksi yang

bahan bakunya menggunakan SSDN.

Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Selain Kemitraan melalui pemanfaatan SSDN dan
promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
dapat dilakukan Kemitraan berupa:
a. penyediaan sarana produksi;
b. produksi; dan/atau
c. permodalan atau pembiayaan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Peternak,
Gabungan Kelompok Peternak, dan/atau

Koperasi.

Pasal 34 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 34
(1) Kemitraan  sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 23 dan Pasal 30 harus dituangkan dalam
perjanjian Kemitraan disertai proposal rencana

Kemitraan.



(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha
kepada Direktur Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan.

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 44

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
dan/atau Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan
Penyediaan Susu dan Peredaraan Susu;
dan/atau

c. diusulkan pencabutan izin usaha.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya.

(3) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh

Menteri kepada pemberi izin usaha.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 931



	MEMUTUSKAN:

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


